




A. Latar Belakang 
Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan yang ada di 
masyarakat maka hukum akan selalu berkembang, seperti halnya 
mengenai perkembangan yang terjadi dalam bidang teknologi semakin 
menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dewasa ini. Pada 
hakikatnya pemanfaatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana 
teknologi mampu memberikan perubahan, salah satunya adalah perilaku 
setiap orang secara global saat ini. Perkembangan di bidang teknologi 
mampu merubah hubungan dunia seolah menjadi tanpa batasan-batasan. 
Teknologi informasi tidak hanya mampu meningkatkan kemajuan 
pembangunan, kesejahteraan dan peradaban, tetapi juga dapat 




Waspada terhadap kian menggeliatnya teknologi internet beserta 
jumlah penggunanya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 
Komunikasi dan Informatika menyiapkan sejumlah peraturan untuk 
mengatur beragam jenis dan model informasi. Salah satunya adalah 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
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 Saat ini Undang-Undang 
Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang 
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Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang  Informasi dan Transaksi 
Elektronik. 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah 
membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, 
khususnya tentang masalah perbuatan (tindak pidana).
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 Semakin 
meningkatnya kriminalitas di Indonesia mengundang timbulnya berbagai 
modus operandi dalam terjadinya tindak pidana, disamping perkembangan 
tersebut tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan masyarakat 
tentang hukum, hal ini yang menyebabkan seorang menjadi korban 
perbuatan pidana atau seorang pelaku tindak pidana. Bentuk tindak pidana 
yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana kesusilaan dibidang 
Informasi dan Transaksi Elektronik.
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Sebagai contoh satu kasus yang terjadi di Indonesia yaitu yang 
dialami oleh Baiq Nuril, Nuril adalah mantan pegawai tata usaha di 
SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ia dihukum penjara enam bulan 
dan denda Rp500 juta oleh hakim yang juga perempuan. Nuril didakwa 
melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 
ITE) karena menyebarkan konten bermuatan asusila berupa rekaman 
percakapan telepon antara dirinya dengan mantan Kepala Sekolah SMAN 
7 Mataram, Muslim. Dalam rekaman percakapan itu, Muslim melecehkan 
Nuril secara verbal. Muak dengan aksi sang kepala sekolah dan ingin 
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memegang bukti pelecehan, Nuril akhirnya merekam percakapan telepon. 
Namun, rekaman itu tersebar dan jadi dasar Muslim melaporkan Nuril.
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Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No 
265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr bahwa Baiq Nuril dinyatakan tidak terbukti 
secara  sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan 
berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung No 574 K/Pid.Sus/2018, 
Baiq Nuril dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana. Selanjutnya menjadi banyak perbincangan 
seperti yang diungkapkan oleh Menkumham Yasonna Laoly  bahwa kasus 
ini erat kaitannya dengan keadilan perempuan di indonesia, dimana rasa 
ketidak adilan orang yang merasa korban dikorbankan dan yang 
seharushnya korban tapi dipidanakan.
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 Selain itu menurut Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI)  bahwa hakim 
dinilai dalam mengeluarkan putusan tidak sesuai dengan PERMA No 3 
Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 
Dengan Hukum, yang mencoba untuk mengintegrasikan dimensi gender 
dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Serta pada Pasal 4 
PERMA No 3 Tahun 2017 disebutkan: “Dalam pemeriksaan perkara 
hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi, 
dengan mengidentifikasi fakta persidangan: ketidaksetaraan status sosial 
antara para pihak berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang 
berdampak pada akses keadilan”. Di Indonesia perlindungan hukum 




Adapun dari segi Hukum Islam juga diatur hukuman bagi pelaku 
pelecehan seksual, hukuman tersebut berbentuk ta’zir, jarimah ta’zir yang 
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menyinggung hak individu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian 
kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalkan pencemaran nama 
baik, penghinaan, penipuan, pemukulan, pelecehan atau kesusilaan.
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Menurut Abu Zahrah bahwa jarimah ta’zir adalah tindak pidana (jarimah) 
yang berbentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat 
undang-undang dalam teks tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan 
kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan).9 
Tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus ini 
harus ditangani dengan efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, jika tidak maka berpotensi memunculkan 
konflik hukum yang meluas serta menimbulkan tindak diskriminasi. Latar 
belakang tersebut yang menjadikan penulis tertarik mengkaji masalah ini 
dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Ite 
Berdasarkan Perkara Baiq Nuril.” 
B. Rumusan Masalah 
1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan tersebut (putusan Mahkamah Agung No. 574 
K/Pid.Sus/2018)? 
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Baiq Nuril (sebagai 
perempuan) atas dikeluarkannya putusan kasasi tersebut? 
3. Bagaimana hukuman bagi pelaku pelecehan seksual atau kesusilaan 
dalam perspektif hukum Islam? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 
diatas adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan 
b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Baiq Nuril 
(sebagai perempuan) atas dikeluarkannya putusan kasasi tersebut 
c. Untuk mengetahui hukuman bagi pelaku pelecehan seksual atau 
kesusilaan dalam perspektif hukum Islam 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar 
strata 1 (sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu 
hukum terutama pada lingkup hukum pidana mengenai tindak 
pidana kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik 
pada khususnya dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis 
selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik 






1. Manfaat secara Teoritis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dan 
hukum pidana khususnya, dan diharapkan dengan adanya penelitian 
ini dapat memperkaya literatur, referensi, dan bahan-bahan informasi 
ilmiah, khususnya mengenai tindak pidana kesusilaan di bidang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dari hasil penelitian ini 
diharapkan sebagai acauan terhadap penelitian sejenisnya pada tahap 
selanjutnya. 
2. Manfaat secara Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, 
membentuk pola pikir dinamis serta kritis sekaligus mengetahui 
kemampuan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 
diperoleh, serta dapat memberikan cara pandang baru pada 
masyarakat luas serta masukan kepada pihak-pihak yang terkait 
dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. 









PERMA No 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Mengadili Perkara 
Perempuan 
 
















Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia mengundang 
timbulnya berbagai modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Salah 
satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak 
pidana kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.
10
 Dalam 
peraturan perundang-undangan telah diatur mengenai sejumlah peraturan 
untuk mengatur beragam jenis dan model informasi, yang tercantum di 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE). Disini tampaklah badan-badan peradilan 
merupakan forum dimana segala lapisan penduduk dapat mencari keadilan 




Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum dipengaruhi oleh 
beberapa faktor di antaranya yaitu : 
1. Faktor Hukumnya  sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi oleh 
undang-undang saja. 
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 
atau diterapkan 
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5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa manusia 
yang didasrkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
12
 
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat karena 
merupakan sebagai tolak ukur daripada efektivitas atau berhasil atau 
tidak berhasilnya penegakan hukum. 
Dalam putusan kasasi No 574 K/Pid.Sus/2018  menyatakan bahwa 
Baiq Nuril  dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana. Mengingat dengan adanya PERMA No 3 Tahun 
2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 
hukum maka  dalam pelaksanaan penegakan hukum hakim tidak 
diperkenankan untuk mengesampingkan adanya pedoman tersebut. Dalam 
penelitian ini, penulis akan melakukan pengkajian terhadap putusan kasasi 
yang diberikan kepada Baiq Nuril apakah putusan yang dijatuhkan sudah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pedoman mengadili 
perkara, perlindungan terhadap perempuan. Dan penulis juga dapat 
mengetahui apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan tersebut. Selain itu, untuk mengetahui sanksi atau hukuman 
pelanggaran kesusilaan atau pelecehan hukum di bidang Informasi dan 
Transaksi Elektronik dalam perspektif hukum Islam. 
F. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode pendekatan dengan hukum normatif. Penelitian normatif 
adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat 
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dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta 
norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
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Penelitian ini dapat juga disebut dengan penelitian kepustakaan atau 
studi dokumen karena pada penelitian ini ditujukan hanya pada  
peraturan-peraturan tertulis dan bahan pustaka hukum lain. 
2. Jenis Penelitian 
Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis 
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 
merupakan prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan 
menggambarkan atau menuliskan keadaan subjek atau objek penelitian 
pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.
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3. Sumber Data 
Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang 
condong bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) berdasarkan data 
sekunder.
15
 Data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan pustaka 
yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, 
sekunder dan pelengkap. Adapun yang digunakan penulis terdapat 2 
bahan hukum yaitu: 
1) Bahan Hukum Primer 
Adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan 
hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, 
catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu 
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peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.
16
 Dalam 
penulisan ini bahan-bahan primer, antara lain: 
a. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik. 
b. PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili 
Perkara Perempuan. 
c. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman 
d. Putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan 
hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan 
memahami bahan hukum primer, antara lain rancangan 
peraturan-peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah 
para sarjana, hasil-hasil penelitian.
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4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi hukum. Studi 
kepustakaan yaitu mencari landasan teori dari permasalahan dalam 
penelitian ini sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas 
yang bersifat trial dan error.
18
 Studi kepustakaan dan studi hukum 
sendiri yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, 
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memahami, mengkaji dan menganalisis perundang-undangan, 
dokumen atau putusan dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
5. Metode Analisis Data 
Setelah data terkumpul, maka data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan metode analisis kualitatif. Selanjutnya mendeskrepsikan 
data dan fakta yang diperoleh penelitian, data tersebut di uraikan 
dengan kalimat yang sistematis, analisis dan terperinci. Selanjutnya 
langkah terakhir dari analisis data ini adalah dengan menggunakan 
metode deduktif. Metode deduktif ialah suatu pola pikir mendasar dari 
hal-hal  yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan, sehingga 
bersifat khusus. 
G. Sistematika Penulisan 
Guna mendapatkan hasil penelitian yang terstruktur dan mudah 
dipahami maka penulis membuat sistematika sebagai berikut: 
BAB I terdiri dari pendahuluan, yang memuat mengenai latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan. 
BAB II terdiri dari tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai 
kerangka teori. Kerangka teori yang menjelaskan mengenai tinjauan 
tentang tindak pidana, tinjauan tentang undang-undang ITE , tinjauan 
tentang jenjang upaya peradilan, dan tinjauan tentang perlindungan 
perempuan.  
BAB III dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian 




tindak pidana ITE berdasarkan putusan kasasi Baiq Nuril (studi putusan 
MA No. 574 K/Pid.Sus/2018) 
BAB IV terdiri dari penjelasan secara singkat tentang kesimpulan 
dari pembahasan dan diakhiri dengan saran yang didasarkan atas hasil 
keseluruhan dari penelitian.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
